
 

BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

 Dari apa yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut : 

1. Kewajiban Pengendalian Pencemaran dengan diwujudkan melalui 

tindakan penanggulangan terhadap limbah plastik harus diatasi 

dengan cepat karena telah mencemari lautan Indonesia dan sudah 

mengkontaminasi biota laut di dalamnya. Bahwa dalam hal tindakan 

penanggulangan pencemaran limbah plastik Pemerintah telah 

melakukan sesuai dengan kewenangannya dengan memberlakukan uji 

coba kantong plastik berbayar, namun kebijakan tersebut perlu dikaji 

ulang dengan melihat hasil evaluasi yang telah dilakukan Kementrian 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Menurut penulis hasil evaluasi 

yang dikeluarkan oleh Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

perlu dikaji atas validitas data yang didapat sebelum menjadi dasar 

pertimbangan Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk 

mengeluarkan Peraturan Menteri yang sah terkait pemberlakuan 

plastik berbayar. Kemudian uji coba terhadap pemberlakuan plastik 

berbayar masih terdapat ketidakharmonisan aturan di setiap daerah 

Kota di Indonesia. Terkait dengan tindakan pencegahan pencemaran 

yang telah diatur di dalam UUPPLH, belum dilaksanakan dengan baik 

oleh pemerintah. Peraturan Perundang-undangan merupakan salah 

satu instrumen untuk melakukan pencegahan, namun sampai saat ini 

penegakan aturan terkait dengan pelanggaran di bidang lingkungan 

belum dijalankan dengan tegas. Pengawasan yang kurang terhadap 

orang-orang yang melakukan pelanggaran terhadap lingkungan hidup, 

merupakan masalah yang berdampak pada pencegahan pertambahan 

limbah plastik. 

2. Bahwa Perlindungan Keamanan Pangan merupakan hak setiap 

masyarakat Indonesia yang perlu diwujudkan oleh pemerintah. 
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Dengan kondisi lautan yang tercemar limbah dan mengkontaminasi 

ikan-ikan konsumsi akan membahayakan Keamanan Pangan dari 

ikan-ikan yang berada di laut. Keamanan Pangan merupakan hal yang 

sangat esensial untuk pemenuhan gizi bagi masyarakat. Dengan 

berbagai aturan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur 

Keamanan Pangan harusnya cukup untuk pemerintah untuk menjamin 

ketersedian ikan konsumsi atas gizi, mutu, dan keamanannya. Namun, 

nyatanya sampai saat ini masih banyak ikan yang terkontaminasi 

limbah plastik dan terjual di pasaran. Adanya beberapa kekosongan 

hukum dalam mengatur pengelolaan jaminan Keamanan Pangan 

khususnya terkait pengawasan dan pelaporan merupakan salah satu 

kendala yang harus segera diatasi oleh Pemerintah. Selain itu 

pengawasan pelaksanaan jaminan keamanan pangan hasil perikanan 

sampai saat ini tidak jelas dilaksanakan sehingga pengendalian 

keamanan pangan pun tidak ditegakan. Oleh sebab itu Pemerintah 

sampai saat ini belum bisa memberikan jaminan sepenuhnya atas 

ketersediaan Keamanan Pangan dari ikan-ikan laut. 

 

5.2 Saran 

1. Dalam evaluasi yang dilakukan Kementrian Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan validitas data perlu dikaji ulang agar mendapatkan 

validitas yang sempurna. Akan sangat berbahaya apabila data yang 

diambil tidak teruji kevaliditasannya, dan hasil evaluasi tersebut 

menjadi dasar Pemerintah menerbitkan kebijakan. Untuk itu uji coba 

kantong plastik berbayar harus di kaji ulang apakah dapat menjadi 

solusi untuk menyelesaikan permasalahan limbah plastik, sebelum 

diterbitkannya peraturan menteri yang mengatur plastik berbayar. 

2. Apabila pemerintah akan mengeluarkan kebijakan dengan 

menerbitkan Peraturan Mentri yang mengatur plastik berbayar, harus 

merujuk kepada asas keadilan dalam pemberlakuan peraturan menteri 

dan mengikat pemerintah Kota. Pasalnya perbedaan harga dibeberapa 

Kota mengindikasi ketidakadilan peberlakuan hukum di beberapa 
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Kota. Asas otonomi daerah dalam menentukan kebijakan khusus di 

daerah menurut penulis tidak proporsional digunakan dalam 

menyelesaikan permasalahan lingkungan, mengingat tanggung jawab 

seluruh masyarakat untuk menjaga kelestarian lingkungan adalah 

setara. 

3. Pemerintah juga perlu menggunakan beberapa upaya yang telah di 

atur di dalam aturan Perundang-undangan dalam rangka 

penanggulangan pecemaran salah satunya dengan mengisolasi 

wilayah-wilayah yang tingkat pecemarannya tinggi. Isolasi yang 

dilakukan juga harus sesuai aturan hukum dengan berkoordinasi 

dengan kementrian-kementrian terkait agar pelaksanaannya dapat 

berjalan sesuai dengan rencana 

4. Pengawasan atas jaminan keamanan pangan dan mutu hasil perikanan 

harus dilakukan dengan ketat dengan mengawasi kegiatan mulai dari 

penangkapan ikan , pengolahan ikan, sampai kepada pendistribusian 

melalui log book atau dokumen yang wajib dibuat oleh seluruh 

pengusaha ikan, sehingga dapat memastikan kemanan pangan dari 

hasil perikanan. 

5. Peraturan Kepala Badan Karantina Ikan Pengendali Mutu dan 

Keamanan Hasil Perikanan harus segera disahkan, agar dapat secara 

utuh mewujudkan Mutu dan Keamanan Pangan. Dalam peraturan ini 

diatur lembaga yang memiliki hak dan kewajiban untuk mengawasi 

pengelolaan ikan tangkapan, dan sangat bermanfaat untuk jaminan 

Keamanan Pangan. 
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